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Abstrak 

erdasarkan permasalahan penerapan standar operasional dan prosedur di 

Kantor Pelayanan Perijinan Tepadu (KPPT) Kabupaten Sekadau yang masih belum optimal sesuai 

dengan Peraturan Bupati Sekadau Nomor 9 Tahun 2012. Hal tersebut terlihat dari dari waktu 

penyelesaian perijinan yang belum dapat selesai tepat waktu. Penilitian ini menggunakan model 

penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten 

Sekadau. Subjek Penelitian adalah Kepala Kantor KPPT, para pegawai KPPT serta masyarakat yang 

pernah mengajukan perijinan di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sekadau. Sedangkan 

objek dalam penelitian ini a 

sendiri.Kesimpulan dalam 

alah Implementasi dari Peraturan Bupati Sekadau Nomor 9 Tahun 2012 itu 

penelitian ini adalah, penerapan standar operasional dan prosedur yang 

diterapkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sekadau seperti yang diatur pada 

Peraturan Bupati Sekadau Nomor 9 tahun 2012 belum optimal. Komunikasi dan disposisi pelaksana yang 

dilakukan oleh KPPT Sekad u sudah baik namun sumber daya Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu yang 
masih belum memadai dan struktur birokrasi yang panjang serta berbelit-belit menjadi penyebab belum 

optimalnya implementasi kebijakan. Untuk itu masukan yang diberikan adalah enambah sumber daya 

yang ada untuk dapat menunjang optimalisasi penerapan standar operasional dan prosedur serta dapat 

memangkas jalur birokrasi semaksimal mungkin. 
 

Kata kunci : Implementasi Pelayanan Perijinan Terpadu. 

 
 

Abstract 

The title of this essay concerns raised by the application of operational standard and procedures in the 

Office of Licensing Services Integrated (KPPT) Sekadau is still not optimal accordance with decree No. 9 

of 2012. It is seen from the licensing of turnaround time can not be completed on time. This research uses 

descriptive qualitative research model. Research sites in the District Integrated Licensing Service Office 
Sekadau. The research subj ct is KPPT Head Office, officer in KPPT and the society that have filed in 

the Office of Licensing Services licensing Integrated Sekadau District. While the object of this research is 

the implementation of the ecree No. 9 of 2012 Sekadau itself. The conclusion of this study is, the 

application of operational standards and procedures adopted by the Office of Licensing Services 

Integrated Sekadau District as set out in the decree Sekadau No. 9 in 2012 has not been optimal. 

Communication and implementing disposition made by KPPT Sekadau been good but resources 

Integrated Licensing Service Office which is still inadequate and bureaucratic structures are long and 

convoluted to be the cause of not optimal implementation of the policy. For the given input is to add 

existing resources to be able to support the optimization of the application of operational standards and 

procedures, and can cut through the red tape as possible. 

 
Keywords: Implementation of the Integrated Licensing Services 
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A. PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang Penelitian 

Penyelenggaraan pelayanan publik dan fungsi tersebut pemerintah Kabupaten 

merupakan upaya negara untuk memenuhi Sekadau telah membentuk susunan organisasi 

kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga 

negara atas barang, jasa, dan pelayanan 

administrasi yang disediakan oleh 

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) 

yang dituangkan dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Sekadau Nomor 4 tahun 2010 

penyelenggara pelayanan publik (Surjadi, tentang perubahan atas peraturan Daerah 

2009:7). Kondisi   obyektif   menunjukkan Kabupaten Sekadau nomor 8 tahun 2008 

bahwa penyelenggaraan pelayanan publik 

masih dihadapkan pada sistem pemerintahan 

yang belum efektif dan efisien serta kualitas 

sumber daya manusia aparatur yang belum 

memadai. Hal ini terlihat dari masih banyaknya 

keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik 

secara langsung maupun melalui media massa, 

seperti prosedur yang berbelit-belit, tidak ada 

kepastian jangka waktu p nyelesaian, biaya 

yang harus dikeluarkan, persyaratan yang tidak 

transparan, sikap petugas yang kurang 

responsif, dan lain-lain; sehingga menimbulkan 

citra yang kurang baik terhadap citra 

pemerintah (Surjadi, 2009:7). Diperlukan 

upaya pembenahan oleh pemerintah 

pemerintah agar citra pelayanan publik 

membaik dan tentunya agar dapat memberikan 

pelayanan yang maksimal untuk masyarakat. 

Salah satu upaya pemerintah, khususnya 

pemerintah daerah dalam rangka memperbaiki 

masalah pelayanan publik dan untuk 

tentang susunan organisasi perangkat daerah 

Kabupaten Sekadau ( rofil KPPT Sekadau 

2011). Selanjutnya dalam menyelenggarakan 

pelayanan, KPPT Sekadau berpedoman pada 

Peraturan Bupati Sekadau Nomor 9 Tahun 

2012 tentang Standar O erasional dan Prosedur 

Pelayanan Perijinan Terpadu di Kabupaten 

Sekadau yang menjadi pedoman dan standar 

pelayanan bagi KPPT dalam memberikan 

pelayanan yang optim l kepada masyarakat. 

Pada Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2012 

ini telah diatur te tang dasar hukum, 

persyaratan, prosedur,biaya sampai pada waktu 

penyelesaian sebuah perijinan. 

Namun melalui penelitian di lapangan 

yang dilakukan oleh peneliti, terlihat bahwa 

dalam perjalanannya selama kurun waktu 

kurang lebih satu tahun, KPPT dalam 

menerapkan Standar Operasional dan Prosedur 

di bidang pelayanan umum dan pelayanan 

perijinan kepada masyarakat belum mampu 

memberikan pelayanan prima kepada sesuai dengan   Peraturan   Bupati   Sekadau 

masyarakat adalah dengan membentuk sebuah 

badan atau instansi yang secara khusus 

Nomor 9 Tahun 2012. Masih ada kendala yang 

dihadapi oleh KPPT Kabupaten Sekadau dalam 

bertugas   mengkoordinasi berbagai macam menerapkan Standar Operasional dan Prosedur 

tugas-tugas pemerintah yang berkaitan dengan 

pelayanan perijinan. Dalam mendukung tugas 

yang sesuai dengan Peraturan Bupati Sekadau 

Nomor 9 Tahun 2012. Indikasi ini dapat dilihat 
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pada fenomena dan keluhan dari masyarakat 

yang peneliti temukan dilapangan. Mayarakat 

mengeluhkan ketidakpastian jangka waktu 

3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk mendiskripsikan komunikasi 

penyelesaian pelayanan perijinan serta yang   dilakukan dalam menjalankan 

mengatakan bahwa waktu penyelesaian 

perijinan yang mereka ajukan melebihi batas 

kebijakan. 

b. Untuk mendiskripsikan sumber   daya 

waktu yang ditetapkan 

Operasional dan Prosedur 

yang ditetapkan dalam 

dalam Standar 

Perijinan Terpadu 

Peraturan Bupati 

yang ada dalam melaksanakan 

kebijakan. 

c. Untuk mendiskripsikan sikap pelaksana 

Sekadau Nomor 9 tahun 2012. 

Maka dari itu peneliti melihat bahwa 

permasalahan yang peneliti temukan di 

dalam menjalankan kebijakan. 

d. Untuk mendiskripsikan struktur 

birokrasi dalam menjalankan kebijakan. 

lapangan menunjukan bahwa dalam 4. Manfaat Penelitian 

menerapkan Standar Operasional dan Prosedur Penelitian ini dimaksudkan agar hasilnya 

yang sesuai Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 

2012, KPPT Kabupaten Sekadau masih belum 

dapat berguna sebagai 

Pelayanan Perijinan 

masukan bagi Kantor 

Terpadu Kabupaten 

mampu memberikan pelayanan yang optimal Sekadau pada khususnya dan Pemerintahan 

sehingga dapat diindikasikan  bahwa Kota Sekadau pada  umumnya  dalam 

Implementasi Peraturan Bupati Sekadau mengoptimalkan  Implementasi  peraturan 

Nomor 9 Tahun 2012 di KPPT Kabupaten tentang  pelayanan  rijinan terpadu di 

Sekadau masih belum optim l.   Kabupaten Sekadau. 

Berdasarkan uraian di   atas   penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian terhadap B. TEORI DAN METODE OGI 

Standar Operasional dan 

diterapkan oleh KPPT 

“Implementasi Peraturan 

Prosedur yang 

dengan  judul: 

Bupati Sekadau 

1. Teori 

a. Implementasi Kebijakan Publik 

Nomor 9 Tahun 2012 di Kantor Pelayanan 
Menurut Anderson (dalam

 

Perijinan Terpadu Kabupate Sekadau. 

2. Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang dan beberapa 

permasalahan yang dipapar an maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah 

“Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati 

Sekadau Nomor 9 Tahun 2012 di Kantor 

Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten 

Subarsono,2006:2) kebijakan publik sebagai 

kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan 

dan aparat pemerintah. Badan-badan dan 

aparat pemerintah yang ada di Indonesia ilah 

berada pada pemerintah pusat. Adapun 

menurut pendapat Tilaar dan Nugroho 

(2009:184) mengemukakan bahwa : 

Kebijakan publik adalah keputusan 

Sekadau”. 
yang dibuat  oleh Negara, khususnya 

pemerintah, sebagai  strategi untuk 
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merealisasikan   tujuan   dari   Negara   yang atas kebijakan yang diputuskan yang 

bersangkutan. Kebijakan 

strategi untuk mengantar 

publik adalah 

masyarakat pada 

kemudian menghasilkan suatu keluaran 

(output) dan menimbulkan efek berupa hasil 

masa awal, memasuki masyarakat pada masa 

transisi, untuk menuju pada masyarakat yang 

akhir (out come). 

b. Model Implementasi George Edwards III 

dicita-citakan.  Keberhasilan dari implementasi 

Berdasarkan pendapat para ahli seperti sebuah kebijakan sangat ditentukan oleh 

yang peneliti   kutip   diatas,   maka   dapat faktor-faktor atau variabel yang 

disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah 

serangkaian keputusan yang telah dibuat oleh 

pemerintah untuk melakukan tindakan yang 

mengikat (secara paksa) epada masyarakat 

untuk menjalankan pe erintahan dalam 

rangka mencapai tujuan bersama. 

mempengaruhinya. Faktor-faktor inilah yang 

kemudian menjadi penentu apakah sebuah 

kebijakan telah berhasil atau tidak dalam 

mencapai tujuannya. leh karena itu, penting 

untuk diketahui tentang faktor-faktor itu. 

Menurut George Edward III (1980) 

Menurut Agustino (2006:139) (dalam Nugroho 008;447, Widodo 

“implementasi kebijakan menyangkut tiga 

hal, yaitu: (1) adanya tujuan atau sasaran 

kebijakan; (2) adanya aktivitas atau kegiatan 

2008:96-110, dan Agustinno 2006:149-154) 

agar implementasi ke ijakan itu berhasil dan 

berjalan efektif, ada empat  isu pokok atau 

pencapai tujuan; 

kegiatan.” 

Sementara 

dan   (3)   adanya   hasil 

 
 

itu, menurut Nugroho 

variabel yang harus diperhatikan. Variabel 

tersebut adalah (1) k munikasi; (2) Sumber 

daya; (3) disposisi; dan (4) struktur birokrasi. 

(2008:432) “implementasi kebijakan adalah c. 

cara agar sebuah kebijakan dapat  mencapai 

tujuannya dan untuk me gimplementasikan 

kebijakan publik itu ada dua pilihan langkah, 

yaitu langsung mengimpl mentasikan dalam 

bentuk   program   atau   melalui   formulasi 

kebijakan derivate atau turunan dari a) 

kebijakan publik tersebut.” 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas 

dapat disimpulkan bahwa implementasi b) 

kebijakan adalah pelaksanaan dari sebuah 

kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah 

untuk mencapai tujuan atau sasaran 

Pelayanan Perijinan Terpadu 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu 

Pintu, Sasaran Peny lenggaraan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu, a alah : 

Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, 

murah, mudah, transparan, pasti dan 

terjangkau; 

Meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap 

pelayanan publik. 

Sedangkan tujuan Penyelenggaraan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, adalah : 

sebagaimana yang diharapkan. Pelaksanaan 

kebijakan tersebut mengharapkan aksi nyata 

a) meningkatkan kualitas layanan publik; 
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b) memberikan akses yang lebih luas kepada (48) yang menyatakan bahwa komunikasi 

masyarakat untuk memperoleh pelayanan 

publik. 

yang dilakukan oleh KPPT Kabupaten 

Sekadau sudah cukup baik. Faktor 

Dengan demikian dapat peneliti komunikasi ini memiliki tiga dimensi, yaitu 

simpulkan  bahwa  pelayanan perijinan 

terpadu sendiri dimaksudkan  untuk 

dimensi transformasi, dimensi kejelasan, dan 

dimensi konsistensi. 

memberikan pelayanan 

kepada masyarakat. 

yang   lebih   baik a. Dimensi Transformasi 

Dimensi transformasi menghendaki agar 

kebijakan publik tidak hanya 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 

disampaikan 

kebijakan saja, 

kepada  pelaksana 

tetapi juga harus 

pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis disampaikan kepada kelompok sasaran 

penelitian yang digunakan adalah deskriptif. 

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik 

kebijakan dan 

berkepentingan, 

pihak lain yang 

baik secara langsung 

observasi dan wawancara. Tahapan analisis 

meliputi reduksi data, penyajian data, dan 

maupun tidak langsung. 

Dalam wawancara dengan Bapak Binus 

penarikan   kesimpulan. Lokasi   penelitian (46) memberikan pernyataan bahwa 

dilakukan di   KPPT   Kabupaten Sekadau. sudah  pernah dilakukan sosialisasi 

Subjek dalam penelitian ini Kepala KPTT, 

Pegawai KPPT dan masy rakat yang pernah 

tentang kebijakan. 

b. Dimensi Kejelasan 

mengajukan perijinan di KPPT Kabupaten Dimensi kejelas n menghendaki agar 

Sekadau. Selanjutnya, yang menjadi objek kebijakan yang ditransmisikan kepada 

penelitian adalah implementasi Peraturan 

Bupati Nomor 9Tahun 2012 tentang Standar 

para pelaksana, 

kebijakan, dan 

kelompok sasaran 

pihak lain  yang 

Operasional dan Prosedur Pelayanan 

Perijinan Terpadu di Kabupaten Sekadau. 

berkepentingan l ngsung maupun tidak 

langsung mengenai kebijakan dapat 

diterima dengan jelas. Dalam 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Komunikasi 

Dalam beberapa wawancara yang dilakukan 

wawancara yang 

peneliti kepada 

Bapak Damri 

telah dilakukan oleh 

apak   Binus (46) dan 

(40) memberikan 

oleh peneliti pada saat   penelitian terlihat pernyataan bahwa masyarakat sudah 

bahwa   komunikasi   yang   dilakukan   oleh memperoleh kejelasan tentang 

KPPT Kabupaten Sekadau sudah cukup baik. 

Hal ini terlihat pada pemaparan Bapak Binus 

(46) dan Bapak Damri (40) yang kemudian 

dipertegas oleh Kepala KPPT, Bapak Moris 

bagaimana cara pengurusan perijinan di 

KPPT Kabuapten Sekadau. 

c. Dimensi Konsistensi 
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pelayanan kepada masyarakat. 

2. Keadaan Sumber Daya KPPT Kabupaten 

Sekadau 

Sumber daya tersebut dapat berwujud 

sumber daya manusia, sumber daya 

keuangan, sumber daya fasilitas dan sumber 

daya informasi dan kewenangan. 

Dalam pengamatan dan wawancara yang 

dilakukan dalam penelitian, peneliti melihat 

bahwa sumber daya yang imiliki oleh KPPT 

Kabupaten Sekadau masih belum memadai. 

Dalam wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti, Kepala Kantor mengatakan 

bahwa fasilitas yang dimiliki oleh KPPT 

sudah cukup memadai. Masalah yang 

diungkapkan ke ala kantor ada pada 

kursi ruang tunggu yang masih belum 

ada dan juga ruang kantor yang sangat 

kecil untuk seb ah Kantor Pelayanan 

Perijinan Terpadu. 

d. Sumber Daya Informasi dan 

a. Sumber Daya Manusia 

Dalam menjalankan Standar Operasional 

dan Prosedur, KPPT abupaten Sekadau 

sudah memiliki kualitas sumber daya 

Kewenangan 

Berdasarkan hasil penelitian, sumber 

daya   informasi yang   dimiliki   oleh 

implementor masih kurang memadai. 

Aturan-aturan engenai pelaksanaan 

yang baik. Hanya saja dalam standar operasio al dan prosedur yang 

pelaksanaan nya terkendala pada dikuasai oleh implementor 

kuantitas (jumlah) sumber daya yang 

masih sangat kurang. Hal ini tentu saja 

berpengaruh pada optimalnya penerapan 

Standar Operasional dan Prosedur yang 

berpedoman pada Peraturan 

Sekadau Nomor 9 Tahun 

Seharusnya,   menurut   Kepala 

hanya 

Bupati 

2012. 

Kantor 

KPPT setiap instansi yang melimpahkan 

Dimensi konsistensi menghendaki agar Berdasarkan wawancara peneliti dengan 

perintah yang diberikan dalam 

pelaksanaan suatu komunikasi haruslah 

kepala kantor, 

anggaran yang 

untuk sumber daya 

dimiliki KPPT 

konsisten dan jelas agar tidak 

menimbulkan kebingungan bagi 

pelaksana di lapangan. 

Dalam hal ini pelaksana berpedoman 

pada Peraturan Bupati Sekadau Nomor 9 

tahun 2012 sehingga pelaksana tidak 

lagi kebingungan dalam memberikan 

Kabupaten Sekadau sudah cukup 

memadai, hanya saja dalam pendanaan 

peninjauan lapangan masih dirasa 

kurang seperti yang diungkapkan oleh 

Rona Simatupang, A.md, pagawai KPPT 

Kabupaten Sekadau pada wawancara. 

c.   Sumber Daya Fassilitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

dilakukan oleh pegawai KPPT Sekadau 

seperti yang diungkapkan oleh Kepala 

KPPT, Bapak Moris, SH, M.Si (48) pada 

wawancara. 

tugas pelayanan perijinan sudah 

memiliki peraturan sendiri tentang 

standar operasional dan prosedur yang 

harus dilakukan dalam perijinan 

b. Sumber Daya Anggaran sehingga akan memudahkan KPPT 
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Kabupaten Sekadau dalam melanjutkan 

tugas pelayanan perijinan. 

 
3. Disposisi Pelaksana 

Menurut pernyataan kepala kantor, sikap 

yang ditunjukan pegawai dalam mendukung 

belum dapat dilaksanakan secara optimal 

oleh implementor. Pihak implementor 

belum mampu memberikan kepastian 

penyelesaian perijinan. Permasalahan ini 

terjadi dikarenakan kurangnya sumber 

daya manusia yang dimiliki serta proses 

pelayanan perijinan sudah sangat baik. Hal birokrasi yang panjang dalam 

ini juga didukung oleh pernyataan Bapak pengurusan perijinan. 

Sura (39) masyarakat Kecamatan Belitang 

dalam wawancara. 

2. Sumber Daya 

Dikaji dari ketersediaan sumber daya 

manusia yang ada, sumber daya manusia 

4. Struktur Birokrasi yang   dimiliki secara   kualitas   telah 

Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti, dalam menjalankan 

memadai, namun secara kuantitas belum 

memadai. Sumber daya anggaran yang 

pelayanan, KPPT Kabupaten Sekadau telah dimiliki dalam hal implementasi 

meiliki struktur organisasi yang cukup baik. 

Permasalahan muncul k rena kurang nya 

pegawai yang mengisi bagian tugas yang 

Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2012 

di KPPT Kabupaten Sekadau juga masih 

kurang memadai. Anggaran yang tidak 

telah ditentukan. Minimn a jumlah pegawai memadai selanjutnya juga  akan 

membuat tugas dan kewenangan sebagian mempengaruhi ketersediaan sumber 

pegawai menjadi ganda. 

Selanjutnya struktur birokrasi yang harus 

daya fasilitas yang tidak memadai pula. 

Sumber daya informasi juga masih 

dilalui dalam pemberian rekomendasi, kurang memadai, aturan-aturan khusus 

penegesahan sampai pada 

perijinan lumayan panjang. 

penandatanganan yang mengatur tentang standar 

pelayanan periji an dari instansi asal 

pelimpahan pe ijinan belum ada. 

D. Simpulan dan Keterbatasan 

1. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan   pada   bab 

Sumber daya ke 

juga masih belu 

yang masih belu 

enangan yang dimiliki 

memadai. Pelayanan 

bisa dilakukan secara 

sebelumnya, maka penulis dapat satu pintu mem uat KPPT Kabupaten 

mengemukakan kesimpulan sebagai berikut. Sekadau masih tergantung pada instansi 

1. Komunikasi. atau dinas-dinas lain dalam penerapan 

Dikaji dari dimensi 

dimensi kejelasan, 

transformasi dan 

sudah dapat 

Standar Operasional dan Prosedur 

3. Disposisi Pelaksana 

terlaksana sebagaimana mestinya. Disposisi implementor sudah baik dalam 

Namun dikaji dari dimensi konsistensi mendukung penerapan standar 
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operasioanal dan prosedur terhadap transportasi maupun hal lain yang diperlukan 

tercapainya   tujuan  kebijakan   secara dalam penelitian 

maksimal. Kemampuan pegawai dalam 

melaksanakan standar operasional dan 

prosedur juga sudah cukup baik. 

4. Struktur Birokrasi 

E. Apresiasi 
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terima kasih kepada seluruh Pengasuh dan 

Struktur   birokrasi    yang   ada   masih Pengelola Program Studi Ilmu Pemerintahan 

panjang   dalam   menerapkan   Standar kerjasama Universitas Tanjungpura dan 

Operasional     dan     Prosedur     dalam Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan 

Peraturan Bupati Sekadau Nomor 9 

Tahun 2012. Hal tersebut menimbulkan 

jajaran Pemerintahan Kabupaten Sekadau serta 

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten 

prosedur   birokrasi yang   rumit   dan Sekadau yang telah membantu dalam penelitian 

kompleks sehingga aktivitas organisasi 

tidak fleksibel. Prosedur yang panjang 

dan kompleks ini tentunya memerlukan 

ini. 
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